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	Abstract

	
	
	The innovative step of BAZNAS Jepara in the empowerment of productive zakat deserves an in-depth study, bearing in mind that in other places, its management is no more than fulfilling the consumptive needs for zakat mustahik. Therefore this study is intended to explain the practice of empowering productive zakat and its review in sharia maqashid. This type of study is qualitative using the method of field study. The results of this study can be stated that the steps of empowering productive zakat by BAZNAS can improve the lives of the people especially for the zakat mustahik, therefore these innovative steps are very effective and syariah reasoned in order to ensure the realization of benefit. 
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	Abstrak

	
	
	Langkah inovatif BAZNAS Jepara dalam pemberdayaan zakat produktif layak untuk dilakukan kajian secara mendalam, mengingat di tempat lain, dalam pengelolaannya tidak lebih dari sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi mustahik zakat. Oleh karena itu kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan praktik pemberdayaan zakat produktif tersebut berikut tinjauannya dalam maqashid syariah. Jenis kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa langkah pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih bagi para mustahik zakat, oleh karena itu langkah inovatif  tersebut sangat efektif dan beralasan secara syariat dalam rangka memastikan terwujudnya kemaslahatan.


Pendahuluan

Zakat merupakan suatu kewajiban yang didasarkan atas ketetapan syarak dan suatu tuntutan rasa keadilan serta kewajiban bagi orang-orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sebagai khalifah-Nya dalam bidang harta (Abdurrachman, 2001: 214). Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab dalam rentang waktu satu tahun (Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, 2015: 344). 
Zakat akan memberi manfaat kepada orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerimanya. Selain itu zakat akan membersihkan dosa orang yang menunaikan zakat, bahkan juga dapat menjadi saksi kesungguhan iman seseorang (Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, 2015: 343). Hal itu sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Zakat tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tetapi secara sosial ekonomi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Karena zakat merupakan sumber pendapatan yang sangat membantu dalam ekonomi masyarakat. Amil (orang yang mengelola zakat) wajib mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
Dalam buku Fiqh Ibadah oleh Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menyatakan bahwa Mazhab Syafi´i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Allah Swt berfirman dalam surat at-Taubah ayat 60, bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Pendistribusian dan pemberdayaan zakat akan berjalan lancar jika terdapat lembaga yang profesional dalam melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia peran lembaga pengelola zakat kini semakin mendapat perhatian dan pengakuan publik secara luas, dengan tujuan untuk kemanusiaan dan kesejahteraan sosial sehingga peran lembaga pengelola zakat semakin penting dan diperhitungkan ke depan. Lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yaitu BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat (Abdurrachman, 2001:222).
Saat ini golongan fakir dan miskin menjadi sasaran utama yang wajib menerima pembagian zakat, di Indonesia saat ini jumlah fakir dan miskin masih relatif banyak. Jika selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi untuk kepentingan tertentu. Al-Qur’an sebagai undang-undang tertinggi bagi umat Islam, mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap masalah kemiskinan sehingga kata itu selalu ditampilkan dalam setiap surah Al-Qur’an, sekaligus mengemukakan alternatif dan solusi-solusi pengentasannya, baik melalui institusi khusus dan permanen seperti zakat, sedekah, dan penerimaan lainnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan dalam al-Qur’an, hadis dan ijmak tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat dengan cara konsumtif atau produktif. Selain itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat (Asnaini, 2008:77-79). 

Pendistribusian zakat biasanya hanya dilakukan secara konsumtif dengan membagikan langsung harta benda zakat kepada delapan golongan, membagikan dalam bentuk uang maupun barang yang hanya bisa dipakai dalam jangka pendek. Pendistribusian zakat secara konsumtif sudah berlangsung sejak lama dan berjalan lancar, akan tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik terhadap kehidupan penerima zakat. Golongan fakir dan miskin yang mendapat zakat konsumtif hanya menerima uang ataupun barang dan tidak dapat mengembangkannya, sehingga tidak ada peningkatan dalam kehidupan keluarganya.

BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan pemberdayaan zakat dengan menerapkan program tidak hanya secara konsumtif yang hanya dapat digunakan dalam jangka pendek dan untuk keadaan mendesak saja. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki program pemberdayaan zakat secara produktif dengan tujuan agar penerima zakat mendapatkan kemanfaatan dalam jangka panjang sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang permanen untuk kehidupannya. Pemberdayaan zakat secara produktif dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir dan miskin dan orang-orang yang tidak mampu. 

Hal itu dilaksanakan dengan alasan jika zakat hanya diberikan dengan cara konsumtif tidak mendorong mereka untuk mandiri tetapi membuat mereka malas dan selalu berharap kepada dana zakat, membiasakan mereka tangan dibawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal hal ini tidak disukai dalam ajaran Islam (Asnaini, 2008:81-83). Beberapa paparan tersebut di atas menjadi pertimbangan penulis dalam mengangkat kajian tentang praktik pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berikut tinjauannya dalam Maqashid Syariah.
LANDASAN TEORI

Secara etimologi zakat berarti tumbuh dan bertambah, jika diucapkan zakat al-zar´u artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan bertambah. Adapun pengertian zakat menurut syarak yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut mazhab Maliki, pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab kapada orang-orang yang berhak menerimanya. Kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Zuhaili, 2011:164).
Kemudian mazhab Hanafi mendefinisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah Swt. Menurut mazhab Syafi´i zakat adalah keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus (delapan kelompok yang diisyaratkan Allah SWT.) pada waktu yang khusus pula ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun. Adapun menurut istilah syar´i, zakat berarti sesuatu yang di keluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu (Zuhaili, 2011:165-166). 

Jadi, pengertian zakat menurut terminologi para Ulama Fiqh dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (delapan kelompok). Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt (Al-Zuhayly, 2008:82-85). 

Dalam kajian ini, perlu difokuskan konsep dalam pendistribusian zakat yang dimaksudkan kepada selain delapan golongan. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah Swt seperti membangun masjid, jembatan, melunasi utang, memperbaiki jalan, mengafani mayit, menjamu tamu, mempersiapkan sarana jihad seperti membeli senjata, dan lainnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat. Ulama Hanafiah mengartikan “sabilillah” yaitu orang yang mencari ilmu. Sedangkan Malik berpendapat bahwa maksud “sabilillah” adalah orang yang berperang (Zuhaili, 2011:287). 

Kemudian terkait ukuran zakat, para ahli Fiqh berbeda pendapat mengenai ukuran zakat yang diberikan kepada orang fakir dan miskin. Para ulama Syafi´iah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membayarkan zakat kepada masing-masing berupa sesuatu yang mencukupinya, seperti alat yang dapat digunakan untuk bekerja, barang dagangan yang diperdagangkan, modal untuk menjalankan perdagangan sesuai dengan keahliannya. Karena Allah Swt telah menetapkan zakat untuk diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat demi memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemaslahatan mereka (Zuhaili, 2011:288). Tujuan zakat adalah untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, orang fakir dan miskin diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan penopang kehidupan, atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (HR. Muslim).

Abu Hanifah memakruhkan seseorang mengeluarkan zakat sebesar 200 dirham. Sedangkan Imam Malik membolehkan untuk memberikan nisab, sampai penerima zakat hidupnya telah berkecukupan. Dalil Abu Hanifah dan Malik bahwa ayat tersebut tidak ada keterangan mengenai ukuran zakat yang diberikan kepada masing-masing golongan. Adapun ukuran yang diberikan kepada amil, berdasarkan kesepakatan para ahli fiqh bahwa amil diberikan zakat sesuai dengan ukuran kerjanya. Tetapi ulama Hanafiah memberi batasan bahwa tidak boleh lebih dari setengah zakat yang telah di kumpulkan. Sedangkan yang diberikan kepada gharim sebanyak jumlah utang yang dia tanggung. Untuk zakat yang diberikan kepada ibnu sabil sebanyak jumlah yang dapat digunakan untuk pulang ke daerah asalnya (Zuhaili, 2011:288-289). 

Sementara itu, kajian dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum yang harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran dalam menetapkan hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak dapat dijadikan acuan dalam menjawab persoalan pada zaman sekarang. 
Pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Dalam bidang muamalah seorang mujtahid harus memikirkan mengapa Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Al-Juwaini merupakan ahli dibidang ushul fiqh yang menekankan pentingnya memahami maqashid syariah dalam menetapkan hukum. Al-Juwaini secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-Nya (Khasan, 2008:303-304).
Mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara jelas diatur dalam Al-Qur’an dan hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus berkaitan dari tujuan tersebut. 
Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yaitu Al-Qur’an dan Hadits, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara jelas oleh kedua sumber utama fiqih tersebut maka peranan mujtahid untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash. Perubahan kondisi sosial masyarakat akan menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka perubahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kemajuan zaman dan berubahnya kondisi kehidupan. Perubahan tersebut mencakup dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Di samping ibadah, para ahli fiqih sepakat bahwa tetap berlaku dan berubahnya hukum tergantung keputusan wahyu. Sedangkan dibidang muamalah perubahan hukumnya bisa berdasarkan wahyu dan atau adat. Perubahan hukum dalam Islam sejalan dengan fleksibilitas hukum Islam sendiri untuk mengikuti perubahan zaman.
Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid syariah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi´i. Ia lebih banyak menekankan konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus fokus pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid syariah. Pembahasan tentang maqashid syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang berisi pendapat al-Syathibi tentang tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Mu’alim Amir, 2011:51).

Wahbah al-Zuhaili menetapkan syarat-syarat maqashid syariah. Menurutnya bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai maqashid syariah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu: 
1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau mendekati kepastian. 

2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contoh memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa´ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki (Mu’alim Amir, 2011:60).
Kemudian, Maqashid syariah dalam konteksnya meliputi empat hal, yaitu:

1. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

3. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. 
4. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat menurut hawa nafsunya (Shidiq, 2009:123).
Maqashid syariah dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia, dapat ditinjau dalam dua segi, yaitu:
1. Tingkatannya beda (unsur pokok yang sama)
Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini daruriyyat harus didahulukan daripada hajiyyat dan tahsiniyyat. Jadi, mengetahui urutan maslahat di atas sangat penting, apalagi ketika akan diterapkan dalam sebuah produk hukum.
2. Tingkatannya sama (unsur pokok yang beda)
Adapun penyelesaian kasus untuk yang peringkatnya sama, seperti tingkat daruriyyat dengan daruriyyat, hajiyat dengan hajiyyat, dan tahsiniyyat dengan tahsiniyyat dengan  unsur pokok yang berbeda. Maka kemungkinan diselesaikan dengan cara:
a. Menyelesaikan masalah  sesuai dengan skala prioritas berdasar atas urutan yang sudah baku, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Contohnya  seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal. 
b. Menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek lain, misalnya meneliti dari segi cakupan  kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Contohnya pembangunan sarana umum yang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan. Dalam keadaan seperti ini hendaknya mementingkan kepentingan orang banyak dari pada pribadi.

Dari berbagai pandangan di atas, sebenarnya ketetapan hukum berdasar dari urutan-urutan dari peringkat maqashid syariah tersebut bersifat kondisional. Karena itu, dalam kasus-kasus tertentu memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara agama. Dalam kisah Khalifah Umar bin Khattab yang berkaitan dengan memelihara jiwa tersebut, yaitu ketika  pada suatu waktu  di musim paceklik, seorang penduduk yang mencuri untuk mendapatkan makanan agar dapat menyambung hidup. Khalifah Umar dengan upaya ijtihad yang telah dilakukannya, telah mencoba mengabaikan ayat  untuk mendapatkan kemaslahatan  yang diterapkan sesuai keadaan waktu itu,  tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang tersebut dengan alasan  orang tersebut dapat terancam hidupnya jika ia tidak segera mendapatkan makanan.
 Dari ijtihad yang telah dicontohkan oleh khalifah Umar tersebut, jelas bagaimana hukum awal bisa berubah dikarenakan berubahnya keadaan, dan keadaan yang dimaksud di sini adalah keterpaksaan. Mencuri merupakan tingkat daruriyyat dari memelihara agama, terpaksa dilakukan disebabkan keadaan yang mengharuskan kita makan, karena jika tidak makan kemungkinan akan mati sehingga mengancam eksistensi jiwa (Shidiq, 2009:83-84).
Dari berbagai contoh terkait kemungkinan mendahulukan memelihara jiwa terhadap agama, ada hal yang sangat penting untuk dijadikan pedoman yaitu niat. Niat merupakan tolok ukur akan motivasi seseorang ketika ingin melakukkan suatu perbuatan. Karena apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka penilaiannya tergantung pada apa yang ada di dalam hati mereka, sehingga untuk kasus darurat meskipun seseorang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan agama tapi itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hati nuraninya maka tidaklah Allah Swt dengan serta merta menghakiminya, sebab Allah Swt mengetahui apapun yang ada di hati manusia (Khasan, 2008:56). 
Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimaksud untuk dapat menemukan makna  terdalam dari ragam model inovasi pemberdayaan zakat produktif berikut aspek yang melingkupinya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis yang basis kajiannya adalah di lapangan dan merujuk pada ketersediaan bahan pustaka. Data di lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi dari sumber primer yakni BAZNAS Jepara, sementara data pustaka dengan menggunakan teknik dokumentasi dari sumber utama yakni kitab-kitab Fiqh terlebih yang terkait dengan kajian maqashid syariah.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan cara mengorganisasikan data tentang inovasi pemberdayaan zakat produktif yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Jepara, menjabarkannya ke dalam unit-unit mulai dari data standart operasional BAZNAS, AD/ART, laporan pertanggungjawaban, dan data pemberdayaan zakat yang telah dilakukan, melakukan sintesa (rangkuman dari berbagi pengertian atau pendapat) yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil data yang telah diperoleh dari BAZNAS, menyusun ke dalam pola yang berisikan data golongan penerima zakat, mekanisme pendistribusian, mekanisme pemberdayaan dan informasi pemberdayaan zakat dari BAZNAS kepada penerima, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan mengenai inovasi pembedayaan zakat produktif. Data kualitatif yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Jepara kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat (Moleong, 2010:248).
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan tujuan zakat yaitu sebagai alat untuk mewujudkan kesehjateraan dan penanggulangan kemiskinan yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Maka untuk mencapai tujuan zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai lembaga pengelola zakat telah melakukan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif dengan tujuan kebutuhan hidup mustahik akan terpenuhi. Program inovasi pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan BAZNAS kabupaten Jepara antara lain: usaha produktif mie ayam dan bakso, usaha produktif ternak lele, usaha produktif tukang batu dan pangkas rambut. 
Dengan adanya program dari pemberdayaan zakat tersebut BAZNAS kabupaten Jepara telah memberikan cara lain dalam pendistribusian zakat, tidak hanya secara konsumtif namun dengan produktif sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan mustahik untuk memenuhi kehidupannya. Hukum pemberdayaan zakat secara produktif belum diketahui secara pasti karena di dalam al-Qur’an dan Hadis tidak menjelaskan cara pendistribusian zakat. Akan tetapi sumber hukum tidak hanya di al-Qur’an dan Hadis saja, masih ada sumber hukum lain salah satunya yaitu Maqashid Syariah.
Dalam Maqashid Syariah terdapat lima pokok kemaslahatan menurut tingkatannya salah satunya yaitu Hifdz al-Din yang artinya menjaga atau memelihara agama. Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: 
1. Memelihara agama dalam kelompok daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk kelompok primer, seperti sholat lima waktu;
2. Memelihara agama dalam kelompok hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian;
3. Memelihara agama dalam kelompok tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji.
Berdasarkan pokok kemaslahatan di dalam Maqashid Syariah tersebut pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan BAZNAS kabupaten Jepara boleh dilaksanakan karena dengan adanya pemberdayaan zakat produktif para mustahik yang menerima zakat produktif dapat merasakan manfaatnya secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat menopang kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga maka jumlah fakir miskin berkurang dan kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik. Mustahik yang telah menerima zakat produktif akan dapat mengembangkan usahanya dan dijadikan sumber ekonomi keluarga, maka kebutuhan sandang, pangan dan papan akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan mustahik seperti pakaian, makanan yang bergizi dan rumah yang layak membuat mustahik hidupnya nyaman, aman dan tentram sehingga mustahik dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah, menjalin kekerabatan, berbuat baik sesama manusia, dan tolong menolong. 
Selain itu dengan adanya pemberdayaan zakat produktif membuat mustahik memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan sehingga jumlah kemiskinan akan  berkurang. Dengan berkurangnya jumlah kemiskinan maka dapat menjunjung tinggi martabat manusia, dan dapat berpengaruh terhadap Negara sehingga dapat menjadi Negara maju dengan sedikitnya jumlah masyarakat miskin. Jadi, pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Hifdz al-Din atau terpeliharanya agama manusia. 
Pemberdayaan zakat produktif mie ayam dan bakso, potong rambut, ternak lele, dan tukang batu memang sangat berperan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik. Contoh mustahik penerima zakat produktif mie ayam dan bakso merupakan golongan fakir dan miskin yang awalnya tidak mampu untuk makan sehari-hari apalagi membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Mustahik zakat produktif mie ayam dan bakso diberikan modal dan alat untuk membuka usaha.

Selain itu sebelumnya mustahik tersebut dipanggil oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk mengikuti pelatihan tentang cara membuat mie ayam dan bakso, cara penyajian dan cara penjualanya (marketing). Pelatihan itu dilakukan BAZNAS kabupaten Jepara dengan tujuan untuk memberikan bekal atau pengetahuan kepada mustahik sebelum membuka usahanya. Setelah mustahik menguasai materi dalam pelatihan tersebut, BAZNAS kabupaten Jepara mengadakan pemagangan atau praktik kepada mustahik untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah didapatkan. Jika pemagangan telah selesai maka mustahik akan diberikan modal dan alat untuk membuka usaha. BAZNAS kabupaten Jepara akan melakukan pengawasan setelah modal dan alat tersebut diberikan. Rata-rata mustahik zakat produktif mie ayam dan bakso kehidupannya menjadi lebih baik, usahanya tersebut menjadi berkembang dan dapat dijadikan sumber ekonomi atau pendapatan keluarga. 
Mustahik zakat produktif mie ayam dan bakso dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya dan dapat bersedekah kepada fakir dan miskin. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik. 
Hifdz al-Nafs berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:
1. Memelihara jiwa dalam kelompok daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup;

2. Memelihara jiwa dalam kelompok hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal; 

3. Memelihara jiwa dalam kelompok tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, dan tidak mempersulit kehidupan seseorang
Jika dilihat dari bagian memelihara jiwa kelompok daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup maka mustahik zakat produktif sudah melaksanakanya, dan juga kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Selain itu dalam bagian memelihara jiwa kelompok hajiyyat contohnya yaitu tercukupinya makanan yang lezat dan bergizi untuk keluarganya, maka mustahik zakat produktif juga telah mendapatkannya melalui pemberdayaan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Mustahik zakat produktif sudah dapat bersedekah kepada fakir dan miskin itu sudah melaksanakan bagian memelihara jiwa kelompok tahsiniyyat yaitu tidak mempersulit kehidupan orang lain. Jika mustahik memberikan sedekah kepada fakir dan miskin sama halnya dengan memudahkan kehidupan orang lain. Jadi, pemberdayaan zakat produktif BAZNAS kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Hifdz al-Nafs atau terpeliharanya jiwa manusia. 
Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan banyak manfaat bagi mustahik salah satunya yaitu mustahik dapat membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya dan dapat memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya. Semua orang khususnya mustahik pasti mempunyai keinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang universitas. Memberikan bekal berupa ilmu kepada anaknya merupakan keinginan semua orang tua, dengan adanya pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Jepara yang memberikan modal usaha sehingga dapat dikembangkan oleh mustahik sebagai sumber pendapatan keluarga perlu dilanjutkan secara lebih baik lagi. 

Selain itu mustahik penerima zakat produktif yang kehidupannya kecukupan dan jumlah pendapatannya selalu naik menjadikan mustahik dan keluarganya hidup damai dan tentram, selain itu juga tidak terganggu pemikirannya. Banyak orang yang kurang mampu siang malam selalu memikirkan nasibnya, memikirkan kebutuhan pokok keluarga, dan biaya sekolah anak. Sehingga dapat mengganggu kesehatannya, melamun dan berfikir berat dapat mengganggu kesehatan jiwa dan akalnya. Dengan adanya pemberdayaan zakat produktif maka dapat membantu terpeliharanya akal (Hifdz al-´Aql) mustahik dan keluarganya. 

Memelihara akal (Hifdz al-´Aql) dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Memelihara akal dalam kelompok daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras;

2. Memelihara akal dalam kelompok hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan; 
3. Memelihara akal dalam kelompok tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 

Dalam Maqashid syariah terdapat pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (Hifdz al-´Aql), pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Jepara telah membantu terlaksananya pokok kemaslahatan tersebut. Jika dianalisis menggunakan pokok kemaslahatan yaitu memelihara akal (Hifdz al-´Aql), maka mustahik telah melaksanakannya. Mustahik yang telah membiayai kebutuhan sekolah anaknya dan menyekolahkan anaknya sampai jenjang universitas berarti telah memelihara akal dalam kelompok hajiyyat. 
Selain itu mustahik yang biasanya selalu melamun dan memikirkan nasib keluarganya, memikirkan biaya sekolah anaknya, dan memikirkan kebutuhan pokok keluarganya menjadi jarang dilakukan karena telah terpenuhinya kebutuhan tersebut. Selain itu mustahik telah sibuk dengan usahanya dan hanya berfikiran untuk mengembangkan usahanya. Maka mustahik telah memelihara akal dalam kelompok tahsiniyyat, yaitu menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 
Maka dari itu pemberdayaan zakat secara produktif yang telah dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara jika dilihat dari tujuan dan manfaatnya telah mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi, hal itu tidak bertentangan dengan sumber hukum al-Qur’an, Hadis, ijmak, qiyas dan maqashid syariah. Karena jika pemberdayaan tersebut lebih membawa perubahan kepada masyarakat dalam jangka panjang dan berkurangnya jumlah kemiskinan maka hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang. 

Pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara telah memberikan banyak manfaat salah satunya dapat membantu perekonomian keluarga mustahik, sehingga terpenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga mustahik maka menjadikan keluarga harmonis sehingga jarang terjadi konflik dalam keluarga dan terpeliharanya keturunan, anak-anaknya merasa aman dan nyaman hidup bersama keluarganya.

Selain itu dalam mengembangkan usaha, mustahik akan bekerjasama dengan keluarganya sehingga menimbulkan sikap peduli dan gotong royong dalam keluarga. Kemudian program pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara telah berperan penting dalam pendidikan anak dari mustahik. Jika anak dari mustahik zakat produktif memiliki pengetahuan dan jenjang pendidikan tinggi maka akan mengangkat derajat keluarga dan membantu perekonomian keluarganya. Hal itu sama halnya dengan memelihara keturunan (Hifdz al-Nasl). 

Dalam Maqashid Syariah terdapat pokok kemaslahatan yaitu memelihara keturunan (Hifdz al-Nasl). Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Memelihara keturunan dalam kelompok daruriyyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam;

2. Memelihara keturunan dalam kelompok hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis;
3. Memelihara keturunan dalam kelompok tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan.

Memelihara keturunan yang telah dilakukan mustahik sama halnya dengan pokok kemaslahatan dalam Maqashid Syariah. Pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS kabupaten Jepara menjadikan mustahik mempunyai penghasilan yang bersifat terus menerus dan dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas mustahik dan keluarganya. Selain itu mustahik dapat menjaga atau memelihara keturunan dengan baik seperti dapat membiayai kebutuhan sekolah, memberikan makanan yang bergizi, memberikan kasih sayang, perlindungan dan tempat tinggal. Maka pemberdayaan zakat produktif BAZNAS kabupaten Jepara perlu dilanjutkan karena telah sesuai dengan pokok kemaslahatan Maqashid Syariah yaitu memelihara keturunan (Hifdz al-Nasl). Akan tetapi harus adanya pengawasan terkait perkembangan kehidupan mustahik setelah mendapatkan zakat produktif. 
Pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara memiliki banyak program yaitu: usaha produktif mie ayam dan bakso, usaha produktif ternak lele, usaha produktif tukang batu dan pangkas rambut. Pemberdayaan zakat produktif yang diterima oleh mustahik akan dimanfaatkan dengan baik. Mustahik bernama Surono yang menerima program pemberdayaan zakat produktif ternak lele, Surono telah merasakan manfaat setelah menerima zakat produktif yaitu sebagai penunjang kebutuhan hidupnya, sumber ekonomi keluarga, dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya, mencukupi sandang dan pangan setiap harinya dan dapat disedekahkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Surono telah memberikan sedekah setelah mendapat pemberdayaan zakat produktif ternak lele, setelah panen lele dan mendapat keuntungan ia selalu menyedahkan hartanya kepada fakir dan miskin dengan tujuan agar bermanfaat bagi orang lain dan dapat terpelihara harta mustahik. Selain bersedekah Surono telah memanfaatkan hartanya untuk berzakat dan ditipkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara. Selain itu dalam menjual ikan lele dari hasil panenya tersebut, Surono tidak banyak mengambil keuntungan. Surono menjual ikan lele dengan harga sama seperti harga di pasaran, karena ia memiliki prinsip bahwa mengambil keuntungan yang banyak menjadikan harta yang diperoleh tidak berkah dan hartanya tidak terpelihara. Hal yang telah dilakukan mustahik sama halnya dengan salah satu pokok kemaslahatan yaitu memelihara harta (Hifdz al-Mal). 

Memelihara harta (Hifdz al-Mal) dari segi kepentingannya, dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Memelihara harta dalam kelompok daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah;

2. Memelihara harta dalam kelompok hajiyyat, seperti syariat tentang  jual beli dengan cara salam; 
3. Memelihara harta dalam kelompok tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan cara bermuamalah atau etika bisnis, juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli tersebut. 
Berdasarkan salah satu pokok kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid Syariah yaitu memelihara harta (Hifdz al-Mal) jelas bahwa zakat produktif sesuai dengan pokok kemaslahatan tersebut. Pemberdayaan zakat produktif yang telah dikembangkan oleh mustahik sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan mustahik telah sesuai  dengan tujuan pokok Maqashid Syariah. Dengan adanya sumber pendapatan, kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan yang lainnya menjadikan mustahik mampu mengembangkan pemikirannya untuk mempertahankan kehidupannya, selain itu memiliki rasa empati kepada orang lain yang kurang mampu dengan cara bersedekah dan berzakat dengan tujuan harta yang diperoleh menjadi berkah dan terpelihara sesuai dengan ketentuan agama. 
Kemudian harta yang diperoleh dari usaha produktif tersebut dapat digunakan untuk membiayai sekolah anaknya sehingga lebih bermanfaat untuk kehidupan anaknya nanti. Terpeliharanya harta hasil usaha produktif merupakan harapan mustahik, karena mustahik kadang merasa khawatir jika harta yang diperoleh tidak barokah dan tidak bermanfaat. 
Pemberdayaan zakat produktif jika dianalisis menggunakan Maqashid Syariah telah sesuai dengan pokok dan tujuan Maqashid Syariah yaitu mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadah. Semua program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara berpengaruh terhadap kemaslahatan manusia. Akan tetapi dalam melaksanakan program tersebut BAZNAS kabupaten Jepara harus benar-benar melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.  Mustahik memperoleh banyak manfaat dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif karena modal dan alat yang diberikan BAZNAS kabupaten Jepara dapat dijadikan usaha dan sumber pendapatan keluarga. Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga merupakan harapan banyak orang khususnya mustahik penerima zakat produktif.  

Akan tetapi, terkadang terdapat mustahik yang belum mampu mengembangkan usahanya sehingga tidak lama usaha tersebut ditutup atau mengalami kegagalan. Padahal BAZNAS Kabupaten Jepara sangat berharap kepada mustahik untuk dapat mengembangkan dan menjalankan usahanya sesuai dengan pengetahuan yang telah didapatkan saat pelatihan. 

Kesimpulan
Berdasarkan pada paparan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kabupaten Jepara melaksanakan inovasi pemberdayaan zakat secara produktif melalui program bantuan berupa pemberian modal, alat-alat dan barang untuk dijadikan usaha. Program pemberdayaan zakat produktif yang telah dilakukan BAZNAS kabupaten Jepara adalah usaha produktif mie dan bakso, usaha produktif ternak lele, usaha produktif pangkas rambut dan usaha produktif tukang batu. Dengan adanya program tersebut membuat BAZNAS kabupaten Jepara lebih dikenal oleh masyarakat yang sebelumnya belum pernah mengetahui apa itu BAZNAS kabupaten Jepara dan peran serta fungsinya. 

Banyak hambatan dan dorongan yang dialami BAZNAS kabupaten Jepara dan mustahik zakat produktif. Hambatan yang dialami BAZNAS salah satunya yaitu banyaknya kritikan dari masyarakat tentang ketentuan BAZNAS kabupaten Jepara yang memberikan batasan bahwa zakat produktif hanya diberikan kepada tiga mustahik dalam satu kecamatan. Selain itu BAZNAS kabupaten Jepara kurang memberikan pengawasan dan pendampingan kepada para mustahik yang telah membuka usaha produktifnya. 

Dalam ketentuan pokok maqashid syariah, pemberdayaan zakat secara produktif oleh BAZNAS kabupaten Jepara sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Mekanisme pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Jepara kepada mustahik dengan tujuan untuk mensejahterakan mustahik dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat membantu menanggulangi tingkat kemiskinan dan terciptanya kemaslahatan, sudah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadah. 
Selain itu di dalam maqashid syariah terdapat lima pokok kemaslahatan yaitu Hifdz al-Din (memelihara agama), Hifdz al-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz al-´Aql (memelihara akal), Hifdz al-Nasl (memelihara keturunan), Hifdz al-Mal (memelihara harta). Jika terlalu banyak manusia yang ekonomi keluarganya masih di bawah rata-rata atau dikatakan sebagai fakir dan miskin, maka melakukan inovasi pemberdayaan zakat secara poduktif dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik lebih diutamakan daripada hanya mendistribusikan secara konsumtif yang hanya dapat digunakan dalam jangka pendek dan untuk keadaan mendesak saja. Mustahik pemberdayaan zakat produktif yang memiliki sikap ingin merubah hidupnya akan berfikir maju terkait bagaimana cara meningkatkan ekonomi keluarganya. 
Dengan meningkatnya ekonomi keluarga akan menjadikan rumah tangga bahagia, serba kecukupan, dan damai sehingga lima pokok kemaslahatan dalam maqashid syariah telah terpenuhi. Pemberdayaan zakat secara produktif yang telah dilaksanakan BAZNAS kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan sumber hukum al-Qur’an, Hadis, ijmak, qiyas dan maqashid syariah. Karena pemberdayaan tersebut lebih membawa perubahan kepada masyarakat dalam jangka panjang dan berkurangnya jumlah kemiskinan maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang. BAZNAS kabupaten Jepara harus bersikap fleksibel dalam memberdayakan zakat, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat
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